
REKAP 1: K/LREKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019TAHUN ANGGARAN 2019

KODEKODE PRIORITAS NASIONALPRIORITAS NASIONAL ALOKASI 2019 (RIBU)ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 40.945.088,00

02 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 43.150.000,00

03 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya 19.450.000,00

04 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air 1.250.000,00

05 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 169.641.372,00

TotalTotal 274.436.460,00

KODEKODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/LSASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L TARGET 2019TARGET 2019
ALOKASI 2019ALOKASI 2019

(RIBU)(RIBU)

01 Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidupKokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup
berbangsa dan bernegaraberbangsa dan bernegara

237.329.445,00

01.01 Jumlah peristiwa kon�ik sosialJumlah peristiwa kon�ik sosial ≤ 83

01.02 Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemiluPersentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu 77,5

01.03 Persentase peristiwa kon�ik berlatar belakang pemilu dan pilkadaPersentase peristiwa kon�ik berlatar belakang pemilu dan pilkada ≤ 10

02 Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di DaerahPeningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah 508.900.233,00

02.01 Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganTingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 80

02.02 Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baruPersentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru 70

02.03 Jumlah Perda bermasalahJumlah Perda bermasalah 50

02.04 Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang idealPersentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal 70

02.05 Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota) 90

02.06 Persentase daerah yang memenuhi pelayanan DasarPersentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar 60

02.07 Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang PrimaJumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima 238

02.08 Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPMPenyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM 60

02.09 Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPMPenyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM 50

02.10 Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil PemerintahPersentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 70

02.11 Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publikPersentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik 100% Prov dan 30%
Kab/Kota

02.12 Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerahPersentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah 70

03 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerahPeningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah 75.139.543,00

03.01 Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakatPersentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat 25

03.02 Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktuAPBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu 330

03.03 Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktuPerda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu 330

03.04 Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrualJumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual 378

04 Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desaOptimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa 227.651.971,00

04.01 Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baikJumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik 40000

04.02 Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabelJumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel 40000

04.03 Jumlah desa swasembadaJumlah desa swasembada 10000

05 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercayaPeningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya 811.277.593,00

05.01 Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akuratPeningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat 548

05.02 Persentase anak yang memiliki akta kelahiranPersentase anak yang memiliki akta kelahiran 85

05.03 Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna PusatPeningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat 40

05.04 Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada SerentakPenyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak 541

06 Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeriPeningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri 1.312.671.841,00

06.01 Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mentalPersentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental 85 (Baik)

06.02 Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja AlumniPersentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni 85 (Baik)

06.03 Opini BPK atas Laporan Keuangan KemendagriOpini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri WTP

06.04 Indeks reformasi birokrasi KemendagriIndeks reformasi birokrasi Kemendagri A (85) - Sangat Baik

06.05 Akuntabilitas kinerja KemendagriAkuntabilitas kinerja Kemendagri LAPKIN kategori A

06.06 Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah DaerahNilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah A (85) – sangat baik

06.07 Peningkatan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda melalui Pengembangan Kapasitas SDMPeningkatan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda melalui Pengembangan Kapasitas SDM 80

TotalTotal 3.172.970.626,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

:2. VISI2. VISI Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan
Menjaga Integrasi Bangsa.

:3. MISI3. MISI 1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan
kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban
umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta
didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan
desa serta perbatasan

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka
pemantapan pelayanan publik

4. PRIORITAS NASIONAL4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L



KODEKODE PROGRAMPROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RUPIAHRUPIAH
PINJAMANPINJAMAN HIBAHHIBAH

PNBPPNBP PDNPDN SBSNSBSN BLUBLU TOTALTOTAL
RMPRMP PLNPLN RMPRMP HLNHLN HDNHDN 20202020 20212021 20222022

010.01.01 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian
Dalam Negeri

439.316.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439.316.444,00 456.365.085,00 471.800.251,00 487.496.256,00

010.02.03 Program Pengawasan
Internal Kementerian
Dalam Negeri dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

73.785.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.785.352,00 76.034.876,00 78.352.963,00 80.741.780,00

010.11.04 Program Penelitian dan
Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

44.363.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.363.879,00 45.912.956,00 47.524.244,00 49.187.676,00

010.12.05 Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan
Dalam Negeri

162.572.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.773.998,00 0,00 0,00 0,00 198.346.269,00 257.502.513,00 300.113.077,00 347.906.967,00

010.06.06 Program Bina
Pembangunan Daerah

128.239.528,00 0,00 92.000.000,00 0,00 17.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.309.528,00 336.820.445,00 355.292.251,00 356.118.473,00

010.07.07 Program Bina Otonomi
Daerah

86.903.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.903.286,00 132.785.980,00 158.691.980,00 215.299.980,00

010.04.08 Program Bina Administrasi
Kewilayahan

140.323.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.323.540,00 150.126.413,00 167.455.112,00 171.261.889,00

010.09.09 Program Peningkatan
Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah

75.139.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.139.543,00 83.100.460,00 88.587.600,00 94.124.740,00

010.08.10 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

811.277.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.277.593,00 838.942.159,00 867.550.084,00 897.115.301,00

010.03.11 Program Pembinaan Politik
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum

237.329.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.329.445,00 326.816.055,00 326.587.093,00 331.419.508,00

010.01.12 Program Pendidikan
Kepamongprajaan

588.262.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.961.645,00 0,00 0,00 0,00 601.223.776,00 748.986.231,09 579.539.026,13 599.773.327,96

010.05.13 Program Bina
Pemerintahan Desa

227.640.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.501,00 0,00 0,00 0,00 227.651.971,00 235.619.758,00 243.866.493,00 252.401.812,00

TotalTotal 3.015.153.482,00 0,00 92.000.000,00 0,00 17.070.000,00 0,00 48.747.144,00 0,00 0,00 0,00 3.172.970.626,00 3.689.012.931,09 3.685.360.174,13 3.882.847.709,96

6. PROGRAM DAN PENDANAAN6. PROGRAM DAN PENDANAAN
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